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Reklamasi Teluk
Terus Berg

Perusakan baliho yang me
Benoa telah terjadi berulangkali si
tang ke Bali ataupun ada evend bér
Desa Adat Kelan yang menjadi sa

enoa

1 =

nolakan téerhadap reklamasi Teluk
iap ada momen pejabat negara da-
raf internasional. Terakhir, baliho
n, flirusakiorang tak dikenal ketika

Wapres Jusuf Kalla berkunjung ke

ali.

b1+
AB1LKa N

bahwa kelompok pro-reklamadsi
juga terus bergeliat dan fenopi-

ena ini tentu sangat mengkh,

watirkan kita semua. Tak lain karena jika
salah kelola, perusakan secara diamsdiz m
tersebut dapat menyulut kebe

mungkin menjadi konflik horizantal
mirip kasus Lumajang. Meski sangat bér-

bahwa di era yang begitu luasnya
diakan ruang dialog untuk menangdni
konflik, ternyata masih ada penyelesaipn
konflik dengan cara premanisme bah
tergolong biadab. Seorang warga y
menolak penambangan ilegal demi meya-
bela haknya, disiksa dan dibunuh secara
mengenaskan dan seorang lagi hin
mendapatkan perawatan intensif di RS
meski akhirnya terselamatkan.

berbeda dengan kasus Lumajang, tetap
ada satu kesamaan yaitu terbent

dua kubu yang berseberangan atas
beradaan proyek investasi. Kita di
sangat berharap jangan sampai terj
terakumulasinya riak-riak kebencian
dan secepatnya terantisipasi persipg
gungan antara gerakan-gerakan yan
secara terbuka menolak reklamasi da
pergerakan yang secara diamidial
berupaya memblokﬁﬁ- langkah kelgmpo
antireklamasi tersehut. Kita semua p

memberi perhatian serius agar kondis
pro-kontra ini tidak berkembang menj udi
konflik horizontal. : |

Menyikapi Pro-Kontra |

Ada beberapa hal yang perlu dikaji
oleh penyelenggara daerah ini dalam
menyikapi kondisi pro-kontra reklamasi
Teluk Benoa. Pertama, tentulah kewa-
jiban pemerintah daerah (Gubernur Bali)
untuk menciptakan suasana kondusif di
seluruh wilayah Bali. Dalam arti, suasa-
na aman dan nyaman, syarat yang sangat
mutlak di dalam menyangga keunggulan
pariwisata sebagai basis perekonomian
Bali. Karena itu jangan dibiarkan ada
kelompok tandingan pro-investor yang te-
lah memegang dukungan (tubemur terus
berkembang dan bermanuver. Saatnya
Pemprov Bali menghentikan bergulirnya
secara masif 'gesekan-gese];an pro-kontra
reklamasi dan harus bisa menyadarkan
semua pihak bahwa tindakan-tindakan
provokatif (seperti merusak baliho) hanya
memperkeruh suasana yang dapat me-
mancing emosi massa. Harus dihilangkan
sama sekali kesan keberpihakan kepada
satu kelompok karena cara seperti itu
dapat mendorong kelompok tersebut un-
tuk berbuat di luar batas/(seperti kasus
Lumajang).

Sangat disayangkan Gubernur tidak
merespons secara memadai kasus pe-
rusakan-perusakan baliho yang sering
terjadi. Sikap seperti itu bisa menjadi
stimulan terhadap benih-benih konflik
yang mulai tumbuh. Sampai saat ini
belum pernah terdengar pernyataan
penyelenggara daerah yang mengecam
atau melarang tindakan-tindakan tak
terpuji seperti itu. ‘

Opini dari berbagai kalangan seperti

_akademisi, rohaniwan, LSM, pemerhati
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sepatutnya pemimpin daerah Bali sec¢ar

seperti yang kita waEi saat ini. Sudal
intens mengadakan pertemuan denga

para rohaniwan yang h;)mpeten terhadap |

masalah spiritual ter
mendengar dan me
sarannya dalam men
Menurut referensi dari banyak b
tentang perjalanan leluhur Bali, belia
beliau itu melaksanakan kegiatan pe
baikan masyarakat H li secara simulta
antara spiritual dan material. Sambi
mengajarkan masyarakat bagaiman
cara bercocok tanam, juga tak perna
lelah mengajarkan masyarakat untu
melaksanakan ajaran agama denga
meningkatkan cara memuliakan Tuha
atau bakti kepada Sang Hyang Widhi.
Artinya, melakukan investasi adala
benar untuk meningkatkan kesejahter
‘aan masyarakat, tetapi jangan abai terh!
adap pembangunan spiritual. Jika kelirt
maka maksud baik untuk kepentingai
rakyat justru dapat menjadi bumerang
jika sampai taksu Bali menjadi puda
atau lenyap. DPRD Bali sebagai per
wujudan rakyat Bali semestinya seger
merespons fenomena yang berekembang|

it taksu Bali, lal
nasukkan sana

bagi kesejahteraan yat, namun ap4
artinya jika masyarakat sendiri meno
laknya dengan berbagai argumentasi
Wakil-wakil rakyat semestinya sudali
cukup banyak memperoleh aspirasi dar
berbagai kalangan yang menolak rekla

Tujuan investasi pa;:éi diperuntukkar

masi, bila perlu dewan bisa bergerak lebil |

jauh melalui dapil-dapilnya sehingg
memperoleh data yang valid.

Kedua, aparat keamanan harus men:
ingkatkan sensitivitasnya atas indikasi
gerakan provokasi belakangan ini. Diper
lukan langkah profesional yaitu tegas

dari kelompok anti-reklamasi ataupun
dari kelompok pro-reklgmasi yang menda
pat dukungan dari Pemprov atau pusat
(perpres). Langkah preventif jauh lebih
penting daripada represif, oleh karenali
jangan sampai menunggu gerakan di
diam dari satu kelompok menjadi gerakan
terbuka. Seharusnya aparat keamanan
sudah mengadakan yelidikan untu
me

secara tuntas agar tidak ada kesan pembi
aran. Jangan menganggap remeh de
hanya melihat rusaknya sebuah b
tetapi implikasinya sangat serius
menyangkut kelompok antireklamasi da-
lam jumlah yang sangat besar.

mbil keputusan.| ‘

masalah sos!
dan sebag
cukup untuk mengakhiri kontroversi re-
klamasi ini. Satu hal yang perlu diingat
oleh pemimpin Bali dalam analisis SWOT
erutama i sisi ancamannya adalah
pembangunan yang tidak| boleh abai
dari aspek spiritual. Perlu diingat kem-
bali bahwa keberadaan Bali khususnya
 kesuksesannya di bidang p. 'wi}it_a tak

al, lingkungan, desa! adat,
va, sebenarnya sudah

=

‘lepas dari peran leluhur Bali yang mem-
bangun Bali dengan kekuatan spiritual,

Dari beberapa kali kejadian, mestinya
udah diketahui modusnya, dan ke depan
Bila perlu meningkatkan langkah inteli-

en guna menangkal tindakan-tin
rovokatif atau kalau masih ada bisa
degera menangkap pelaku-pelakunya
erlambat mengantisipasi terlebi
jika sengaja melakukan pembiara
ruhapnyaa at luas terhadap masalah
osial ekonomi Bali. !
Ketiga, masyarakat Bali j
ah terprovokasi. Bali sangat berbeda
engan Lumajang, di mana kasusnya
‘fidak berdampak jauh terhadap per-
koniman daerah. Jika kasus sep !tl itu
ferjadi di Bali sudah pasti akan menjadi
ia dan akhirnya sangat ber-
‘pengaruh terhadap aktivitas|pariwisata.
asyarakat Bali sudah cukup banyak

Baran yang
momian Bali secara total dal
k ahun. Bercermin dari situ, 1
‘Bali hendaknya tidak muda
elah hanya karena adany
ang menjanjikan perbaika
Jangan hanya karena memb
gan investor dan jangan kare
Perpres No.51 Tahun 2014
Beri angin segar kepada inves
thengabaikan prinsip menjagz
Kelompok pro-reklamasi jang
RBerlaku provokatif karena siks
Banyalah cara-cara yang di
dapat menyulut kebencian.
Ekelompok yang anti-reklamasi
di jalur yang dibenarkan se
dalam melakukan protes dan
enyalurkan aspirasi adalah
Warga megara, begitu juga mengkritisi
kebijakan pemimpin daerah t
ang salah, tetapi harus tetap dijaga
4gar selalu berada di koridor yang santun
debagai ciri khas orang Bali. Hendaknya
fletap mmenjaga emosi jangan sampai

thencaci maki atau melakukan hal-hal
yang dapat menimbulkan per saaf:;idak

:‘ 1 itu
I apat menja

enyenangkan lainnya. Karena,
qlasalah hukum.

|
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Kisruh Dérmaga
Pemkab

PEMKAB Buleleng menyiap-
kan sejumlah poin yang akan
diusulkan ke Kementerian Per-

' Al
sulkan
Proyek Di Eb]iltlka]i)}

hubungan (Kemenhub) RI untuk
menyempurnakan Rencanf Induk
Pelabuhan (RIP-red) proyek pem-
bangunan dermaga curah cair di
sisi timur Pelabuhan Celukan Ba-
wang, Kecamatan Gerokgak. Men-
unggu RIP disepurnakan, pemkab
tetap pada keputusan aw untuk
menunda pengerjaan proyek untuk
sementara hingga RIP selesai dis-
empurnakan dan ditandatangani
Menteri Perhubungan (Menhub)
RIL 3
Hal itu diungkapkan Wak-
il Bupati Buleleng dr. Nyoman
Sutjldra, Sp.OG. yang didamp-
ingi Kepala Dinas Perhubungan
(Dlshub) Gede Gunawan, @P dan

DER
Pelabuk

Kabag Ekonomi dan Pembangu-
nan (Ekbang) Sekkab Buleleng
Ketut Suparto, Sabtu (31/10) siang
kemarin. Wakil Bupati Sutjidra
mengatakan, setelah mempelajari
RIP yang diserahkan PT Pelindo

menye
kejelas
cair
lanta

curan cg

w GA - Lokasi
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ah Cair'Celukan’ Bawangv
Pen}%:mpu

Sem

" BPMmb3s
:!m ek dermaga curah cair di slsi timur
an Celukan B A. , ang, Kecamatan Gerokgak.

!' lasi di daerah. “Menhub akan
enbd memangil kami. Usulan yang kita
bawa, dalam menyempurnakan
RIP hgar dermaga curah cair itu
komo ita

satu

1

IIT Surabaya Cabang Celukan Ba-  muat|seper .=' I semen, kayu, atau
wang beberapa bulan lalu, pemkab  curah|, afaw komoditas Al tegas menolak
menemukan kalau RIP tersebut kab g ; tidak akan 'IE% tujul kala y g dibongkar migas.
belum mengakomodir ketentuan kila kamdditas curah i yang Jika ini sampai terjadi, ada
yang sudah ditetapkan dalam akan|dibodgkar pada de rmaga pelangga ap perda RTR yang
Perda RTRW Kabupaten B eleng menya t minyak atau gas tegasnya.
Temuan ini kemudian ditin (migas - “ abu éut)ldra mengatakan
juti dengan melayangkan surat ke Méndapga pemkab meholak menunggu penyempurnaan RIP,
Kemenhub RI untukmengupulkan komodit4s rhigas, katany Rarena  proyt k dermaga curah cair di-
agar RIP tersebut di-revie peruntukan dermaga i ni' dipas- mmlﬁ agar tetap dihentikan se-
Untuk memastikan/ yroses  ti rtentangan dengan mentara. enghentian ini berlaku
penyempurnaan itu, Wabup penetap: na pada RTR y Ka- hingga R ini disahkan oleh Ke-
Sutjidra bersama Kadishub Guna-  bupaten pun RTRW Piovinsi menhub dan dltmdaklanj ti den-
wan kemudian bertolak ke Jakarta  Bali menetapka bahwa elengkapan izin-izin yang di-
untuk meminta penjelasan terkait  Pela elukan Ba ang se- i oleh pemeirntah daerah.
proses penyempurnaan RIP. Dari b muat bargng, jasa itu, Wabup Sutjidra juga
koordinasi itu, muncul f: baru dan penuthpang (ora ‘; red). su metgﬁ.nsmkakanagarPol
kalau RIP pembangunan Dérmaga  Apaldgi, g bela PP tetap memantau ke lapangan.
Curah Cair di Buleleng Barat ganininj 1d1smggah1 oleh kapal Kal; aktivitas proyeknya masih
tersebut belum disahkan dan ini  pesiar, s¢hihgga jika di pelabuhan n, agar diminta melakukan
dibuktikan dengan belum| ditan- d1]a kan bongkar muat migas an untuk menghentikan
datanganinya dokumen penting dipasfikan akanberdampak pekerjaa Jsementara waktu.
tersebut oleh Menhub RI. “Dari terh dap aktivitas pe lhuhan “Mari kita sama-sama meng-
awal, kami sudah menemukanada  kapal pesiar. Untuk itu, alam hormti, dan karena dokumen
keganjilan terhadap dokumen itu.  proses penyempurnaan IP ini, proyek ini belum lengkap, jadi
Setelah kita tanyakan, ternyata pe ‘ ﬁ:bisa pekerjaan dihentikan sementara
memang belum diteken oleh Men-  me 1 waktu. Kami sudah perintahkan
hub,” katanya. di im Pol. PP untuk mengawasi jangan
Atas situasi ini, lanjut Wabup sampai ada aksi kucing-kucingan
Sutjidra, pemkab tidak membuang pelaksana proyek dengan
kesempatan dengan mengaju- gas Pol. PP,” imbuh Wabup
kan sejumlah usulan agar diako- jidra dityakan Kadishu
modir oleh Kemenhub yang akan  pela
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pat kos.

Sidak Paé rYanai‘f

Pj. Bug

Kios Dij

Bangli (Bali Post) - ‘
Dinas Perindustrian dan Perd
ini terkesan tutup mata dengan
Selain dibiarkan jorok, sejumla
beralih fungsi menjadi tempat

arkan petugas pb}sar setempat
¢ ,

penghuni kios tersebut.

P Sanihi 2 NONembeS 1915

KIOS - Pj. Bupati Bangll saat meljh

: & |

t kondisi u s yang beral

ngan (Dlspbrmdag) Kabupaten Bangli selama

disi pasar Yangapi di Kecamatan Tembuku.
os yang ada di pasar tersebut juga dibiarkan
Bahkan Disperindag juga terkesan membi-
k melaquan pungutan retribusi terhadap

JPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

B g : » Bali Post/ina
h fungsi menjadi %em-

Kos
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‘Bupati Bangli
Mahendra Putra
inspeksi mendad
Pasar Yangapi Minggu (1/11)
kemarin. Didampingi Kadis-
perindag Nengah Sudibia,
Kadis Tata Kota Ida Ayu Yudi
Suta serta Kasatpol PP Dewa
Agung Suryadarma, Mahen-
dra Putra yang barp pertama
kah mendatangi pasar terse-
but mengaku sangat kaget
sekaligus menyayangkan kon-
disi yang terjadi.

Menurutnya Mahendra
Putra peruntukan pasar itu
tid Jelas “Pasar seharusnya
tidak dlahhfungmkan sep-
erti ini. Kalau memang sepi
harusnya dikoordinasikan,

‘ peruntukannya untuk ,_
\““kem%mga«nf ma 1 arakat. oy
Bukan d1]ad1]§%n el pat“kos,

‘terzrhgnya
Atas kondisi itu,
pun meminta Kadis penndag
Nengah Sudibya k
mengecek kejelasp
aset pasar yang berd
nah Pemprov Bali itu.
Jika sudah jela
akan dicarikan teroi
ingga peruntukan phbar terse-
but menjadi jelas. “Sayang
sekali bangunan g?ar kon-

anggota kel 3
14in sudah t
angapi sejak

ndéngar penutw'

|

. Nenga judibia bersa
orang Kepala Pasar Ngakan w1-
ang tinggal di kios art tak’

ngapi I Nyomn Su- nya sejait awal sidak, Sudibia

sa berkutik. Pasal

mengaku kepada Pj. Bupati
bahwa kios tersebut disewa-
kanloleh pemiliknya. Sehingga
saat dialihfungsikan mqnjadl
tempat sama sekali tidak
ada|kaitan dengan plhaimya
Kendati jelas-jelas warga yang
menempati kios tersebut men-
gaku dipunguti retribusi oleh
petugas pa ar, namun peJabat
asal Penglipuran ini tetap

g ‘bahwa pihaknya

usi terhadap kios
g n tempat kos.
Retribusi hanya dipun-
pada kios yang me nang

rinya mengaku sudah sermg
menmgatkan warga yang

ana untuk tidak
}an kios tersebut
i tempat kos. “Tapi

' Seniny L NoNembaf ofS
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